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Abstrak

Investasi masih berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Kurangnya informasi terkait pelaksanaan usaha dan proses
birokrasi yang sangat lama membuat investasi sulit untuk masuk di beberapa
Negara Berkembang termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu inovasi di
bidang Pelayanan Publik, e-Government diharapkan mampu untuk
menciptakan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntable.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia
adalah dengan mengesahkan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.
Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang melibatkan Sistem OSS
dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi berpotensi
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia namun Pemerintah
harus mampu melakukan pelatihan sistem OSS terhadap Pejabat Publik dan
Sosialisasi kepada Masyarakat di daerah-daerah dengan Indeks Pembangunan
Manusia rendah. Di sisi lain, Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
juga mampu untuk menjadi Resolusi Konflik antara Pengusaha dengan
Pejabat Publik dalam proses penerbitan izin usaha.

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Resolusi Konflik

Abstract

Investment still have important role in accelerate the economy of the
countries. Lack of information concerning business operation and excessive
bureaucratic procedures still become the major problem in several
developing countries including Indonesia. As one of the innovation in public
services, e-Government is expected to increase the quality of public services.
One of the effort to increase the quality of public service in Indonesia is by
enacted the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy. the Risk
Based Analysis Business Licensing Process Policy through OSS Systems is
expected integrated business licensing process that increase the quality of
public services in Indonesia however the Government have to facilitate the
OSS systems training for Public Servant and facilitate the socialization for
the society in several region that have low Human Development Index. In the
other side, the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy is able
to become the resolution of the conflict between business actor and public
servant in business licensing process.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Berkembang membutuhkan investasi baik
dari dalam negeri maupun asing dalam rangka untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi. Investasi masih berperan
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
(Faazuloh:47) Di beberapa Negara Berkembang termasuk di Indonesia
terdapat permasalahan yang mengakibatkan investasi asing sulit untuk masuk
diataranya kurangnya informasi terkait pelaksanaan usaha, serta proses
birokrasi yang sangat lama. (Kachwamba: 287-288) Permasalahan ini
mengakibatkan Investor tidak tertarik untuk melakukan investasi di Negara-
Negara berkembang.

Di Masa Globalisasi telah terjadi pertumbuhan yang pesat di sektor
teknologi informasi dan telekomunikasi. (Kihg¢arslan & Dumrull: 2018)
Perkembangan di sektor teknologi informasi dan telekomunikasi
mempengaruhi inovasi di beberapa sektor salah satunya di bidang
administrasi publik. (Gustova:2017) E-Government (‘“Pemerintahan berbasis
Daring”) yang menjadi inovasi di bidang administrasi publik diharapkan
mampu untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien,
dan akuntable. (Astawa & Dewi: 2018) Indonesia telah menyiapkan strategi
pengembangan E-Government di Indonesia sebagaimana diatur dalam
instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
pengembangan E-Government di Indonesia. Tujuan dari pengembangan e-
Government di Indonesia adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang
efektif dan efektif dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi.

Kepastian Perizinan Berusaha menjadi salah satu prioritas utama
dalam pengembangan E-Government sehingga Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya
Disebut “UU CIPTAKER”) dalam rangka mempercepat dan mempermudah
perizinan usaha di Indonesia. Hal ini dilandasi oleh adanya konflik
kepentingan antara Pengusaha dengan Pejabat Publik sehingga timbul budaya
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di kalangan Pejabat Publik dalam rangka
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penerbitan izin usaha. Salah satu perubahan yang diakibatkan oleh Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 adalah adanya perizinan usaha yang berbasis
resiko sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Untuk

Selanjutnya Disebut Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan
normatif dalam melakukan Analisa terhadap Kebijakan Perizinan Usaha
Berbasis Resiko. Metode yang akan digunakan dalam mengolah data dalam
penelitian ini adalah metode “Grounded Theory”. Dalam hal ini, Dampak dari
Ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko
akan dianalisa berdasarkan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip maupun hasil

penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Publik, Konflik, dan Resolusi

Konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Teori tentang E-Government

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pemerintahan untuk menjamin pelaksanaan pelayanan
public serta menjamin kemudahan atas akses informasi dan pelayanan dari
Pemerintah. (Norris: 2008) Pelaksanaan E-Government dibagi menjadi
beberapa bentuk diantaranya:

a) Pemerintah kepada Masyarakat: Hak untuk mendapatkan infor-
masi, pengelolaan aset negara, dan transparansi dari Pejabat Pub-
lik.

b) Pemerintah kepada Bisnis: Interaksi dalam rangka perpajakan,
bea cukai, likuidasi dari badan usaha, dan penerbitan izin usaha.

c) Pemerintah dengan Pemerintah lainya: Peningkatan dalam

rangka efisiensi dari pejabat publik dan pemerintah daerah terkait
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dengan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi in-
formasi elektronik antar departemen. (Gustova: 2017)

Pelaksanaan Kebijakan E-Government dapat dibagi menjadi 4 tahap:

a)  Cataloguing: Pada tahap ini, Pemerintah akan lebih berfokus da-
lam menciptakan kehadiran Pemerintah secara daring. (Hashmi
& Darem: 2008)

b)  Transaction: Pada tahap ini, Pemerintah akan menghubungkan
sistem internal didalam pemerintah dengan masyarakat sehingga
masyarakat dapat bertransaksi dengan pemerintah. (Hashmi &
Darem: 2008)

C)  Vertical Integration: Pada tahap ini, Terdapat sebuah sistem
yang terintegrasi antara pusat dengan daerah yang memiliki
fungsi dan layanan pemerintahan yang berbeda. (Alshehri &
Drew: 2010)

d)  Horizontal Integration: Pada tahap ini, terdapat sebuah sistem
yang terintegrasi untuk seluruh fungsi dan pelayanan yang ber-

beda-beda. (Alshehri & Drew: 2010)

Pengaturan dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko terdapat beberapa
pengaturan yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya:

Pasal 167 ayat (1)

“Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara

elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.”

Pasal 167 ayat (3)

“Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan
oleh:

a. kementerian/lembaga;

b. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kabupaten / kota;

d. Administrator KEK;
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e. Badan Pengusahaan KPBPB; dan
f. Pelaku Usaha.”

Pasal 206 ayat (1)

“Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten
kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan masing-masing melakukan verifikasi atas pemenuhan
standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat
(2) huruf a dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria untuk dinotifikasi ke Sistem OSS.”

Pasal 208 ayat (1)
“Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang:
a. berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri; atau
b. termasuk dalam proyek strategis nasional,
kementerian/lembaga, DPMPTSP  provinsi, DPMPTSP
kabupatenf kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan
KPBPB sesuai kewenangan masing-masing langsung

menerbitkan [zin.”

Pasal 209 ayat (1)
UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan

tunggal.

Tinjauan terhadap Ketentuan dalam Kebijakan Perizinan Usaha Ber-
basis Resiko

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud diatas segala bentuk
perizinan usaha diintegrasikan dalam sistem Online Single Submission
(“OSS”) sebagaimana sistem ini telah diberlakukan sejak tahun 2018
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, dikarenakan

belum adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan
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segala bentuk perizinan dalam sistem OSS sehingga proses penerbitan izin
usaha belum terintegrasi.

Mengacu kepada Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko terdapat
kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan sistem dalam
OSS. Sehingga fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya untuk
melakukan verifikasi terhadap permohonan izin usaha yang diajukan.
Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko juga telah mencabut berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga Kebijakan Perizinan
Usaha Berbasis Resiko akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik

di Indonesia.
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Grafik 1. E-Government Development Index dari 2010 - 2018.

Dalam statistik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
yang signifikan terhadap angka Partisipasi Masyarakat dan Indeks Pelayanan
Publik secara Daring pada tahun 2018, Sehingga Pelaksanaan Sistem OSS
telah meningkatkan angka Partisipasi Masyarakat dan Indeks Pelayanan
Publik secara Daring. Sehingga dengan diintegrasikannya seluruh sistem
perizinan usaha kedalam sistem OSS menandakan bahwa Pemerintah
Republik Indonesia telah memasuki tahap Vertical Integration. Sehingga
dengan perkembangan sistem Perizinan Usaha yang terintegrasi akan

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
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KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Literasi Komputer sangat penting dalam rangka pelaksanaan E-
Government dimana hal ini sangat berkaitan dengan tingkat Pendidikan
Masyarakat. (Ingrams, Manoaran, Schmidthuber & Holzer: 2020) Salah satu
yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur literasi komputer adalah

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
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Grafik 2. Data Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi komputer
di Indonesia masih belum merata sehingga akan sangat menghambat dalam
pelaksanaan E-Government melalui sistem OSS terutama di wilayah-wilayah
dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
rendah. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan
perizinan usaha berbasis resiko.

Selain itu hal ini juga menunjukan bahwa infrastruktur terutama
dalam teknologi infomasi dan komunikasi yang belum merata. Ketiadaan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan tantangan besar
dalam pelaksanaan E-Government. (Alshehri & Drew: 2010) Dengan adanya
akses yang tidak merata akan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi akan mengakibatkan daerah-daerah yang mempunyai sedikit
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akses atas Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dapat melaksanakan

kebijakan ini secara maksimal.

KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO SEBAGAI
RESOLUSI KONFLIK
TEORI TENTANG KONFLIK SOSIAL

1.  Konsep Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah Konflik yang terjadi dimana Pihak yang
berkonflik merupakan bagian dari sekumpulan individu seperti komunitas,
organisasi, kelompok dan kerumunan daripada seorang individu dalam
konflik tersebut. (Oberschall: 1978)

Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi dalam sebuah Konflik
Sosial, meliputi:

a. Adanya suatu batasan antara suatu kelompok sosial dengan ke-

lompok lainya;

Konflik Sosial terjadi karena adanya perbedaan jenis, tingkatan
maupun batasan antar kelompok sosial. Batasan atau kendala ini
akan menimbulkan kelangkaan akan kedudukan maupun sumber
daya. Kelangkaan ini secara alamiah akan menimbulkan konflik
antar kelompok sosial tersebut.

b. Adanya Penggunaan Kekuasaan yang menimbulkan Perten-

tangan;

Dalam hubungan di antara kelompok sosial tersebut seringkali timbul
kondisi dimana kelompok sosial tertentu memiliki pengaruh yang terlalu
berlebihan dibandingkan kelompok sosial lainya. Hal ini akan menimbulkan
pertentangan dimana kelompok sosial lainya akan menuntut pengaruh yang
sama yang akan menimbulkan konflik dimana yang menang akan
memperoleh hak untuk membuat aturan yang tidak adil. (Mark : 1965)

2. Resolusi Konflik dan Jenis-Jenisnya

Resolusi Konflik merupakan serangkaian proses yang dilakukan
untuk mengurangi atau meniadakan sumber konflik. (Wani: 2011) Resolusi

Konflik dapat dibagi dalam beberapa jenis:
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1) Negosiasi
Diskusi diantara kedua belah pihak dalam rangka mencapai
kesepakatan bersama.

2) Mediasi
Model Resolusi Konflik dimana Pihak Ketiga hanya bersifat
sebagai penengah/mediator. (Wani: 2011)

3) Arbitrase
Model resolusi konflik dengan menggunakan campur tangan dari
pihak ketiga yang bersifat netral dan memberikan keputusan yang
bersifat mengikat bagi kedua pihak. (Sakinah :2015)

4)  Ajudikasi
Model resolusi konflik dengan menggunakan cara penyelesaian
perkara di pengadilan. (Sakinah :2015)

5) Tawar-Menawar (Bargaining)
Tawar-Menawar merupakan bentuk resolusi konflik dimana Para
Pihak saling mengajukan penawaran mereka. (Wani: 2011)

6) Persuasi
Resolusi konflik dimana Pihak yang satu berhasil mempengaruhi
Pihak lainya untuk merubah keputusannya. (Wani: 2011)

7) Rekonsiliasi
Metode Resolusi Konflik dengan merubah pandangan antara
Para Pihak yang berkonflik dimana Para Pihak sebenarnya
memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. (Wani: 2011)

8) Komunikasi
Kurangnya informasi antara Para Pihak seringkali menjadi
penyebab Konflik yang akan muncul. Dengan adanya
komunikasi Para Pihak maka akan menimbulkan kerjasama
diantara Para Pihak. (Wani: 2011)

9) Kerjasama
Konflik seringkali terjadi dikarenakan adanya kelangkaan
sumber daya. Sehingga dengan adanya kerjasama diantara Para

Pihak dapat mengatasi konflik yang terjadi akibat kelangkaan
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sumber daya tersebut. (Wani: 2011)

Konflik Sosial Antara Pelaku Usaha Dan Pejabat Publik
Adanya batasan antara pengusaha dan pejabat publik

Permasalahan yang sering ditemui dalam pengurusan perizinan usaha
oleh para pelaku usaha dan masyarakat salah satu diantaranya adalah terdapat
celah antara pengusaha dan pejabat publik. Celah yang timbul ini dapat
disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Lambatnya kinerja ASN dalam melayani kebutuhan publik meskipun
untuk hal sepele seperti misalnya pembubuhan tanda tangan pada su-
rat atau dokumen kenegaraan. (Rachman : 2018)

2) Kurangnya pengetahuan ASN dalam product knowledge One-Single
Submission System (OSS) dan ketidaksiapan keterampilan ASN, khu-
susnya yang terjadi di daerah pelosok, sehingga menyebabkan ter-
hambatnya proses pengajuan perizinan oleh masyarakat. (Patria:
2019)

3) Tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ditemukan di beberapa contoh kasus, pengusaha masih banyak yang
mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan
pemerintah pusat. (Hikam: 2019)

4) Ketidakjelasan informasi yang sampai di masyarakat mengenai proses
perizinan usaha, menimbulkan kesimpangsiuran sehingga menyebab-
kan timbulnya praktik makelar perizinan. Keterbatasan informasi ter-
sebut merupakan celah utama yang dimanfaatkan oleh sebagian ok-
num untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

5) Rumitnya prosedur yang selama ini digunakan oleh pemerintah
selama ini juga menjadi salah satu ‘ruang gelap’ ketidakberesan dalam
proses perizinan usaha. Proses yang berbelit-belit akhirnya me-
nyebabkan masyarakat ‘menyerah’ dan mengambil jalan pintas
supaya mereka bisa mendapatkan izin usaha dalam waktu yang sing-

kat dari pemerintah.

Vol 6, Nomor 2, Oktober 2021



SMA DUBLI @A ISSN Cetak 2460-9714
g i _ R X . ISSN Online 2548-1363
JURNAL MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Adanya penggunaan kekuasaan yang berlebihan dari pejabat publik
Penggunaan kekuasaan yang berlebihan dari pejabat publik juga
merupakan salah satu penyebab carut marut nya proses perizinan usaha
selama ini. Kekuasaan yang berlebihan menyebabkan masyarakat kesulitan
untuk mengadukan pelayanan perizinan yang buruk dari pegawai pemerintah.
Kondisi seharusnya, pengaduan layanan ini dapat menjadi lahan bagi
pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi proses perizinan yang
selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Namun dikarenakan kekuasaan yang
berlebihan pada pejabat publik atau dari sisi pemerintah, hal ini kurang
mendapat tempat dan perhatian lebih. Komunikasi satu arah yang selama ini
terjadi antara pemerintah dengan pelaku usaha dengan masyarakat dalam
konteks pengurusan perizinan usaha, tidak mempertimbangkan sisi layanan
kepada masyarakat. Justru diharapkan dengan adanya layanan aduan dari
masyarakat, pemerintah melalui pegawainya mampu memberikan layanan
yang baik sehingga bisa dengan cepat memberikan solusi atas permasalahan

yang ada.

Adanya sub-budaya KKN di kalangan pengusaha dan pejabat publik
Seperti kita ketahui, korupsi-kolusi dan nepotisme atau disingkat
KKN merupakan penghambat dalam mengurus perizinan usaha selama ini
dikarenakan KKN merupakan ‘jalan pintas’ untuk mendapatkan perizinan
usaha dengan mendobrak prosedur dan aturan main yang berlaku diluar
ketentuan umum. KKN ini timbul karena kurangnya informasi mengenai tata
cara pengajuan perizinan usaha, rumitnya prosedur, serta lamanya waktu
yang dibutuhkan dalam proses tersebut. (Lingga: 2016) Di beberapa contoh
kasus, pungutan liar menjadi hal yang sering dijumpai dalam proses
pengajuan izin usaha. Praktik pungutan liar ini menjadikan biaya pengurusan
perizinan menjadi mahal dari biaya resmi yang telah ditetapkan sehingga
untuk sebagian kalangan, mereka pada akhirnya mengurungkan niat untuk
melanjutkan proses perizinan. Di sisi lain, kedekatan hubungan antara
pengusaha dan oknum pejabat publik dalam hal pengurusan perizinan usaha,

dapat menjadi pintu masuk celah KKN didalamnya. (Erdianto: 2017) Dengan
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negosiasi terselubung dan adanya kesepakatan tidak resmi antara kedua belah
pihak, maka timbullah praktik-praktik kecurangan yang memotong prosedur
yang berlaku. Mental untuk memperkaya diri sendiri dari oknum pejabat
publik dalam proses pengurusan perizinan usaha masih sering ditemukan,
Lemahnya fungsi pengawasan dan transparansi juga menjadi penyebab masih

berlangsungnya praktik KKN sampai sekarang.

Tahun Score Rank
2020 37 102
2019 40 85
2018 38 89
2017 37 96
2016 37 90
2015 36 88

Menurut laman https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

yang mengukur index persepsi korupsi di seluruh dunia, Indonesia pada tahun
2020 mengalami kemunduran dalam penanganan kasus korupsi. Seperti
disajikan pada tampilan tabel di bawah, di tahun 2020 Indonesia menempati
ranking 102 dalam Corruption Perception Index (CPI), ranking ini sangat

jauh merosot jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO SEBAGAI
RESOLUSI KONFLIK

Berbicara soal Kebijakan Perizinan Usaha berbasis Risiko, kita perlu
melihat beberapa contoh dari beberapa negara yang sudah menerapkan jenis
kebijakan ini diantaranya adalah Inggris, Canada dan Australia. masing-

masing negara memiliki sebuah lembaga khusus yang menjalankan tugasnya
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untuk menjalankan kebijakan berbasis risiko ini. sebagai contoh di Inggris
terdapat sebuah lembaga yang bernama The Financial Services Authority
(FSA) yang bertugas sudah melakukan pengecekan terhadap semua kegiatan
usahanya. sedangkan di Australia terdapat sebuah lembaga khusus namun
fokus terhadap lingkungan yang disebut dengan Environment Protection
Authority (EPA)(Pratama:2020).

Jika melihat pada pembelajaran dari penerapan perizinan berbasis
risiko berdasarkan penelitian dr Julia Black terdapat beberapa pembelajaran
penting dari penerapan Perizinan berbasis risiko dari kedua negara ini.
pembelajaran tersebut antara lain (Black, 2004) :

1)  Penerapan RBA ini memiliki potensi untuk untuk fokus ke diag-
nosa daripada memberi obat atau solusi. Akan banyak waktu
yang dihabiskan untuk melakukan assessment daripada mem-
bentuk peraturan.

2)  Diperlukan sebuah budaya profesional dalam mengimplementa-
sikannya. Kebijakan ini bagus namun dalam penerapannya di-
perlukan perubahan budaya yang bisa mensupport RBA itu
sendiri.

3) RBA ini memiliki risiko tersendiri, untuk itu penting agar bisa
membuat proses monitoring, dan memprediksi masalah yang
akan muncul di masa yang akan datang. untuk itu diperlukan
sebuah kerangka untuk melakukan penyesuaian aturan dan juga
prosesnya.

4)  Kontrol secara internal juga menjadi sebuah hal yang sangat
penting

5) RBA ini juga memiliki potensial masalah untuk dipolitisasi.

Di Indonesia sendiri penerapan Perizinan berbasis risiko ini memiliki
target untuk menyederhanakan berbagai macam perizinan dan regulasi.
memunculkan investasi yang berkualitas, dapat menciptakan lapangan
pekerjaan yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan,
serta untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. (Staff Kemenko, 2021)

Perizinan berbasis risiko ini sendiri bisa menjadi sebuah resolusi konflik dari
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berbagai kendala yang sering dihadapi saat ini. Seperti yang di sebutkan oleh
Wani, Resolusi Konflik merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk
mengurangi atau meniadakan sumber konflik. (Wani: 2011) Penerapan
perizinan berbasis risiko ini akan bisa menyelesaikan berbagai macam
masalah yang pernah timbul seperti adanya batasan kekuasaan antara Pejabat
publik dengan kalangan pengusaha seperti peraturan tidak standar dan
pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal. Selain itu juga adanya penguasaan
berlebihan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan adanya perizinan
berbasis risiko ini akan semakin mempermudah proses perizinan yang selama
ini ada. dengan adanya OSS masyarakat terutama kalangan pengusaha dapat
memiliki akses untuk mengetahui proses nya secara lebih terbuka melalui

OSS.

PENERAPANRBA ? (O 8l

Alur kegiatan berusaha -

PENDIRIAN PERIZINAN PELAKSANAAN
Badan Hukum/ untuk MEMULAI kegiatan
Badan Usaha kegiatan usaha (KBLI) operasional

PRASARANA l
- Lokasi— ROTR = perizINAN | PENGAWASAN

Lokasi - Rencana Zonasi

+ Lingkungan - UKL/UPL~AMDAL  |...v.. RBA : potensi initial risk
+ Bangunan - SLF

Gambar 3. proses Penerapan RBA.

OSS kini menjadi satu satunya gerbang untuk pembuatan izin usaha
(Pratama: 2020), dengan ini pihak pengusaha tidak perlu bingung karena
semua ada dalam satu pintu melalui OSS ini. Perizinan menjadi lebih
sederhana untuk UMKM sehingga bisa membuat perkembangan UMKM jadi
lebih signifikan. (Rizki: 2021) seperti terlihat dalam 9 kemudahan yang bagi
UMKM berikut.
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9 KEMUDAHAN BAGI UMK

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha,
pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

tzin Tunggal bagi UMK | ~, . q - " Kemudahan untuk
« Peenberion nomer induk = Koperasi
g::..ma-mayrrﬂ:a; F\r;um:\ e + Pembentukan koperas:
wsaha secara elekiron g : primer minima ¥ orang
« NIB berlau untik semisa 'v/ 1 { e < (=2 + Rapat anggota tahunan
kegiatan usaha: (zn usaha; izin : bisa dwakilkan
eda, standar nasionak Indonesa o s ; o Noperiei bica usshe
(SNI) & senifkas! preduk halal ’ £ 2 syaniah
‘b s g r “ \ 5 3
fmarabart nbantlh & kemusdaban o o [ Kemirea s ‘
| Berusaha bagi usaha menengah Rt ares. sasiun & ermnal
| & besar bermi (anghastan pel .
| Ebesar g bermits dengan P p.
| % & penjuatan produk UMK
S — dengan pola kermitraan
| Pengelolaan terpadu UMK Kemudshan Pembisyaan & . | Bamtuan dan
| + Srer penerintah pusat, | Insentit Fiskcat |
| daersh & stakeholder + Perrpederhanaan administrasi | hukum Produk UMK
| » Pendamgingan berupa perpaakan ————— i 2
‘ dukungan manajemen, SOM. + Pengajuan ion usaha tarpa biaya I pengadaan jasa
| snggaran & sarana-prazarana el ek berghieion Pemacink pomerintah
+ Pemberian fasiltas: lokasi, o laasalif b LMK DAX bagi + Minimal 40% untuk
sertikasi, promosi, pemasaran ekspor . pengembangan UMK produk UMK

Gambar 4. 9 Kemudahan bagi UMKM

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa RBA
dapat menjadi resolusi dari konflik yang saat ini sering muncul terutama
dalam hal perizinan. Dengan adanya RBA proses di buat jadi lebih simple dan
juga transparan karena system yang lebih terintegrasi. Dalam hal ini, RBA
menjadi resolusi konflik dalam bentuk persuasi dan rekonsiliasi dimana
dalam hal ini RBA berpotensi mengubah persepsi dan pandangan Pengusaha
terhadap Pejabat Publik dimana Pengusaha dan Pejabat Publik sebenarnya

memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.

KESIMPULAN

Bahwa Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dapat memiliki
dampak yang sangat signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Publik.
Pemanfaatan Sistem OSS dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang
terintegrasi  berpotensi meningkatkan kualitas publik di Indonesia.
Pemanfaatan sistem OSS tersebut juga mampu menjadi media resolusi
konflik antara Pengusaha dengan Pejabat Publik dikarenakan adanya sistem
yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan transparansi informasi kepada

Masyarakat dan menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan Usaha.
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